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TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SD AL - TAFAQQUH FIDDIN SINDANGWANGI
JL. RAYA TIMUR RAJAGALUH KRAMAT KM 01 RT 001 RW 001 DESA LEUWILAJA
. KECAMATAN SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MA]ALENGKA

bahwa dalam rangka mensukseskan program Wajib Belajar 9 Tahun
Kabupaten Majalengka diperlukan adanya daya dukung, daya tampung
dan sarana prasarana pendidikan yang memadai;
b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
Nomor 073/190- Disdik Tanggal 29 Januari 2021 Perihal Kajian Teknis
SD AL - TAFAQQUH FIDDIN SINDANGWANGI Jl. Raya Timur Rajagaluh
Kramat KM 01 RT 001 RW 001 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi
Kabupaten Majalengka, dinyatakan layak diberikan izin operasional
sebagai satuan pendidikan Sekolah Dasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b dan sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan
Penetapan Pemberian Izin Operasmnal SD AL - TAFAQQUH FIDDIN
¢ SINDANGWANGI . Raya Timur Rajagaluh Kramat KM 01°RT.001 RW 001
Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka, yang
ditetapkan dengan I{eputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Menimbang

&

Mengingat ~ : 1. Undang-undang Republlk lndonesna Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 1950}, sebagaimana telah
diubah ~dengan Undang-lfr‘ldang Nomor 4 ; Tahun 1968 ‘tentang,
pembentukan Kabupaten Pufwakarta dan Kabupaten Subang dengan
; mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan,
; . ! Daerah-Daerah Kabupaten‘ Dalam Lingkungan ProvmsvDJawa Barat
‘"h- ¥ip. /“-w(Lembaran Negara Reputilik Indonesia Tahun 1968 Nomor 315 Tambahan'
Le;:r‘n‘ aramNegara Republik Indonesia- Nomor2851], -J g
‘2.- Undaiig-Undahg 'Nomm; 17, 1Tahtink20b3 ]tentang"'Keuangan Negara
(Lembaran Negara Répnbllk indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 4286);
83, Undang Undang Republik [ndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
', Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
"“Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun' 2005 tentang Atas Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493);
5.Undang....
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